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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Q.S Al-Baqarah : 286) 

 

“Prosesnya mungkin tidak mudah, tapi endingnya tidak bisa berhenti bilang 

alhamdulillah.” 

(Penulis) 
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ABSTRACT  
 
 

THE ROLE OF TAX INCENTIVES MODERATING THE RELATIONSHIP 
OF TAX SANCTIONS AND TAXPAYER AWARENESS ABOUT TAXPAYER 

COMPLIANCE IN THE COVID-19 PANDEMIC 
(Empirical Study on UMKM Taxpayers in Surakarta City) 

 
 

      This study aims to examine and analyze the effect of tax sanctions and taxpayer 
awareness on UMKM taxpayer compliance in Surakarta City during the Covid-19 
pandemic with tax incentives as a moderating variable. The Data collection method 
using questionnaires distributed to UMKM taxpayers in Surakarta City. The 
population in this study amounted to 17,964 UMKM with a sampling technique that 
is random sampling. The research test used multiple linear regression and 
moderated regression analysis (MRA) with data processing using SPSS. The results 
of this study indicate that tax sanctions and taxpayer awareness have an effect on 
taxpayer compliance. Tax incentives can moderate the effect of tax sanctions and 
taxpayer awareness on UMKM taxpayer compliance in Surakarta City. 
 
keywords: Tax sanctions, Taxpayer awareness, Tax incentives, Taxpayer 
compliance. 
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ABSTRAK 
 

 

PERAN INSENTIF PAJAK MEMODERASI HUBUNGAN SANKSI PAJAK 

DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Surakarta) 
 
 

      Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi pajak 
dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 
Surakarta pada masa pandemi Covid-19 dengan insentif pajak sebagai variabel 
moderasi. Metode Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner yang 
dibagikan kepada wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian 
ini berjumlah 17,964 pelaku UMKM dengan teknik pengambilan sampel yaitu 
random sampling. Uji penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan 
moderated regression analysis (MRA) dengan olah data menggunakan SPSS. Hasil 
Penelitian ini menunjukkan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak, Insentif pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi 
pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 
Surakarta.  
 
kata kunci : Sanksi pajak, Kesadaran wajib pajak, Insentif pajak, Kepatuhan 
wajib pajak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

      Sumber penerimaan terbesar negara Indonesia hingga saat ini berasal 

dari pemungutan pajak.Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 

terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), arti pajak yaitu 

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

      Sistem pemungutan pajak di Negara Indoensia menganut Self Assesment 

System. Dalam Self Assesment System wajib pajak berhak untuk menentukan 

dan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, sedangkan institusi 

pemungut pajak hanyalah mengawasi para wajib pajak untuk menjalankan 

kewajiban perpajakannya. Wajib pajak diberikan Kepercayaan oleh Dirjen 

pajak untuk memperhitungkan, membayarkan, dan melaporkan jumlah 

pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.  

      Tujuan Pemungutan pajak ialah menunjang kegiatan pemerintah dalam 

rangka untuk memakmurkan rakyatnya dan untuk menunjang kelancaran 

pembangunan Negara Indonesia. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan wajib 
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pajak sangat diperlukan agar tujuan dari pemungutan pajak dapat 

terealisasikan dengan baik di Negara Indonesia.  

      Pada Bulan Maret 2020, Indonesia digemparkan oleh pandemi Corona 

Viruses Diseases-19 (Covid-19). Untuk mencegah penyebaran pandemi 

Covid-19, pemerintah menegakkan kebijakan social distancing sejak awal 

Maret 2020 yang mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak antar 

sesama dan dilarang berkerumun. Pemerintah meresmikan gerakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menghimbau masyarakat 

untuk bekerja dari rumah(Noer Soetjipto, 2020). Selain itu, kebijakan 

kegiatan pembatasan sosial berskala besar adalah diliburkannya segala 

aktivitas masyarakat, mulai dari aktivitas pendidikan hingga aktivitas 

perdagangan yang melibatkan kontak fisik dengan setiap pihak yang 

terlibat. 

      Sebagai sektor yang memegang peran vital, terancamnya 

keberlangsungan UMKM yang dikarenakan dampak dari pandemi Covid-

19 ini menyebabkan kegiatan UMKM tidak beroperasional selama pandemi 

Covid-19 dan penurunan pendapatan yang sangat drastis. Terjadinya 

penurunan permintaan karena adanya pembatasan kegiatan semakin 

menghambat kegiatan penjualan dan kegiatan produksi perkembangan 

UMKM dalam negeri. Di sisi lain, kewajiban perpajakan tetap harus 

dipenuhi padahal pelaku UMKM tidak memiliki dana yang cukup untuk 

membayar pajak. Untuk menanggulangi dan memulihkan kondisi 

perekonomian, pemerintah berupaya memberikan insentif pajak ditanggung 
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pemerintah (DTP)  bagi para pelaku usaha UMKM melalui Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang mengatur Insentif Pajak 

untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang 

kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

86/PMK.03/2020 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 110/PMK.03/2020. Berdasarkan peraturan tersebut dijelasskan 

bahwa insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) berlaku sejak bulan 

April 2020. Adanya pemberlakuan peraturan ini maka pelaku UMKM tidak 

perlu membayar pajak karena pemerintah telah menanggung semua PPh 

final untuk para UMKM dan diharapkan pelaku UMKM mampu memenuhi 

kewajiban dalam penyampaian SPT. tahunan. Kemudian Pemerintah 

memperpanjang fasilitas insentif tersebutt mulai februari 2021 hingga juni 

2021 yang diungkap pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

9/PMK.03/2021, diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

82/PMK.03/2021 yang menjelaskan bahwa insrntif pajak PPh final UMKM 

Ditanggung pemerintah berlaku hingga bulan Desember 2021.  Peraturan 

tersebut menjelaskan mengenai insentif pajak ditanggung pemerintah bagi 

wajib pajak UMKM yang memanfaatkan fasilitas perpajakan di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu bagi UMKM yang 

memperoleh  penghasilan usaha tidak lebih Rp.4,8M dan dikenakan PPh 

Final Sebesar 0,5% (Kana, 2021) 

      Tidak semua pelaku UMKM sadar akan kewajibannya sebagai wajib 

pajak. Terlebih saat diguncang Pandemi COVID-19, banyak UMKM yang 
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mengeluh adanya penurunan tingkat penghasilan. Disamping itu, banyak 

warga Negara Indonesia yang sudah memiliki NPWP tetapi acuh terhadap 

kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat dari data Kementerian Keuangan 

jumlah penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2019 hingga Oktober 

2022 yang masih berjalan, penerimaan pajak di Indonesia belum konsisten. 

Salah satu nya adalah penerimaan pada PPh final. Pada tahun 2020 hingga 

2021 penerimaan atas PPh Final mengalami penurunan. Hal ini disebabkan 

karena Pandemi COVID-19 yang terjadi ditahun 2020 mengakibatkan 

pendapatan UMKM menurun sehingga juga berdampak pada penerimaan 

negara atas PPh final. Pada bulan januari s.d oktober 2022 kondisi UMKM 

sudah semakin membaik. Hal ini mengakibatkan Penerimaan Negara atas 

PPh final naik sebesar 0,77%. Seperti grafik yang telah disajikan dibawah 

ini 

Gambar 1.Pertumbuhan Penerimaan PPh Final 

 
Sumber : kemenkeu.go.id/apbnkita 

 
      Berdasarkan informasi dari KPP Pratama Surakarta yang di kutip dalam 

Radar Solo Jawa pos mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak orang 
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pribadi yang melakukan pelaporan SPT. Tahunan 2020 sebanyak 13.502 

Wajib pajak karyawan sebesar 35,61% dan 2.557 wajib pajak non karyawan 

sebesar 20,18% dari total wajib pajak orang pribadi sejumlah 28.792, yang 

artinya sebanyak 12.733 atau sebesar 44,21% tidak melaporkan SPT. 

tahunan (www.radarsolo.jawapos.com). Kanwil DJP Jawa Tengah II juga 

mengungkap bahwa realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Surakarta 

sebesar Rp.657.904.575 masih dibawah target sebesar 

Rp.1.171.118.048.000, yang mana realisasi tersebut hanya sebesar 56,18% 

saja (www.soloposfm.com). Fenomena ini menggambarkan bahwa tingkat 

kesadaran wajib pajak dikota surakarta belum maksimal dan tingkst 

kepatuhan kewajiban peerpajakan masih rendah. Kesadaran pajak adalah 

sikap wajib pajak yang menunjukkan perilaku mentaati kewajiban 

perpajakannya, baik wajib pajak badan atau orang pribadi. Oleh karena itu 

sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk memiliki kesadaran pajak, 

keinginan untuk selalu mematuhi ketentuan perpajakan dalam 

melaksanakan kewajiban pajak mereka Jika tidak memiliki sikap sadar akan 

pajak maka wajib pajak tidak akan tahu maupun peduli terhadap kewajiban 

perpajakan mereka. (Fitri, 2018) 

      Cara untuk menunjang kepatuhan wajib pajak adalah dengan 

menegakkan sanki pajak. Sanksi pajak harus ditegakkan secara tegas kepada 

wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan dan kewajiban 

perpajakan. Menurut Kausar (2022) Sanksi perpajakan merupakan jaminan 

untuk wajib pajak bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
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perpajakan dan norma perpajakan akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi pajak  

merupakan alat untuk mencegah perilaku wajib pajak agar tidak  melakukan 

pelanggaran norma atau aturan pajak. Wajib pajak akan mematuhi peraturan 

perpajakan apabila kebijakan sanksi yang tegas dan hukuman bagi para 

pelanggarnya ditegakkan dengan baik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai 

peraturan yang ada, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan..  

      Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Denny (2021) mempunyai objek penelitian wajib pajak 

yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu Pelaku UMKM di 

kota Surakarta menjadi objek dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian 

sekarang menambahkan satu variabel bebas yaitu kesadaran pajak dan 

menambahkan vairabel moderasi yaitu insentif pajak .Hal ini didukung 

dengan penelitian utami (2021) yang menggunakan variabel bebas 

kesadaran pajak dan penelitian Zuli (2021) yang menggunakan variabel 

bebas insentif pajak untuk meneliti faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak.  

            Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gita (2019), 

Cynthia (2020), dan Evrida (2021) bahwa sanksi pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan Penelitian 

yang dilakukan oleh Saiful (2019) dan Erika (2021), memperoleh 
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kesimpulan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak pada penelitian Avelia (2021) 

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aryo et al 

(2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septian (2018) dan 

Fadjar (2017) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah yang ada dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak ? 

2. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak ?  

3. Apakah Insentif pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

4. Apakah Insentif pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
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2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak 

3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

dengan insentif pajak menjadi variabel moderasi. 

4. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan insentif pajak menjadi variabel moderasi 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

       Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan khususnya bagi penulis, terutama bagi penulis berikutnya 

dalam penelitian ilmu perpajakan terutama mengenai faktor faktor yang 

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

       Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

penulis juga dapat melihat bagaimana penerapan Sanksi pajak, 

kesadaran wajib pajak, dan  insentif pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kota Surakarta pada saat pandemi Covid-

19.  

b. Bagi Perguruan Tinggi 

       Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan 
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sebagai referensi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian 

tentang kepatuhan wajib pajak dan sebagai salah satu penerapan 

ilmu yang telah dipelajari di Perguruan Tinggi. 

c. Bagi Pemerintah Kota Surakarta 

       Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur 

Pemerintah terkait pemberian insentif pajak pada wajib pajak 

UMKM dan sebagai referensi dalam meningkatkan kepatuhan 

pajak.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Teori 

1. Teori Atribusi 

      Teori Atribusi dicetuskan pada tahhun 1958 oleh  Fritz Heider 

yang kemudian teori tersebut dikembangkan oleh Harold Kelley dan 

Bernard Weiner. Sederhananya, teori atribusi adalah teori yang 

bertujuan untuk menggambarkan suatu perilaku seseorang. Teori 

atribusi digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menjelaskan 

faktor apa saja yang dapat  mempengaruhi peningkatan kepatuhan 

pajak.  

      Fritz Heider (1958) mengemukakan bahwa perilaku seseorang 

ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal 

merupakan faktor-faktor yang muncul dari diri seseorang itu sendiri. 

Aspek yang menyebabkan faktor internal muncul pada perilaku 

individu diri seseorang disebut dengan Dispositional atributions 

(kemampuan,  kepribadian, motivasi, dan persepsi diri). Dalam 

penelitian ini yang menjadi faktor internal adalah kesadaran wajib 

pajak. Sedangkan, Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang 

muncul dari luar diri seseorang. Aspek yang menyebabkan faktor 

eksternal muncul dalam diri manusia yang mengacu pada lingkungan 

sekitar dan dapat mengubah perilaku seseorang disebut dengan aspek 
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Situantional atributions (nilai-nilai sosial, pandangan masyarakat, dan 

kondisi sosial). Dalam penelitian ini yang menjadi faktor eksternal 

adalah insentif pajak dan sanksi pajak.  

      Penggunaan teori atribusi dalam penelitian ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Alif (2021) yang juga menggunakan 

teori atribusi untuk menguji pengaruh dari penyuluhan wajib pajak 

dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut sejalan 

dengan Wulandari (2021) yang menggunakan teori atribusi dalam 

meneliti pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan 

konsultan pajak terhadap kepatuhan pajak.  

2. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

      Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa 

kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

undang – undang perpajakan. Para penyetor pajak tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung atas besarnya pajak yang 

telah mereka setorkan kepada negara, tetapi digunakan untuk 
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keperluan pembangunan negara dan kemakmuran warga negara 

Indonesia.  

b. Fungsi Pajak 

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu : 

1) Fungsi anggaran (Budgetair)  

      Fungsi anggaran adalah pajak menjadi salah satu sumber 

penghasilan bagi pemerintah yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran – pengeluaran negara guna 

menunjang proses keberhasilan dalam pembangunan. Jadi, 

Biaya yang keluarkan oleh negara khusunya untuk 

pembangunan berasal dari pajak yang telah dibayarkan oleh 

para wajib pajak. Contoh penerapan fungsi anggaran adalah 

pemungutan pajak oleh negara dipergunakan untuk 

pembangunan jalan tol.  

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)   

      Fungsi mengatur adalah pajak menjadi alat ukur untuk 

mengatur atau membuat kebijakan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur juga digunakan oleh 

pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijakan perpajakan. Contoh penerapan fungsi pajak 

mengatur adalah para pelaku UMKM terdampak pandemi 

Covid-19 yang sebelumnya menggunakan tarif PPh Final 

0,5% diberi fasilitas insentif pajak ditanggung pemerintah 
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(DTP). Hal ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian 

UMKM di Indonesia.  

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di negara Indonesia 

ada 3, yaitu: 

1) Self Assesment System 

      Indonesia dalam pemungutan perpajakan menggunakan 

sistem Self Assesment System. Wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang 

terutang kepada negara. Pada sistem pemungutan ini wajib 

pajak berperan aktif dalam menentukan beasarnya pajak 

terutang dan wajib membayarkan pajak terutang tersebut. 

2) Official Assesment System 

      Sistem ini sangat berbeda dengan Self Assesment System. 

Dalam sistem kepemungutannya, besarnya pajak terutang 

ditentukan atau diperhitungkan oleh petugas perpajakan. 

Besarnya pajak yang terutang akan diketahui setelah 

diterbitkan surat ketetapan pajak oleh petugas pajak. Namun 

penyetoran pajak terutang tetap dilakukan oleh masing – 

masing wajib pajak.  
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3) Withholding System 

      Withholding System adalah besarnya pajak terutang yang 

harus disetorkan ke kas negara ditentukan atau dihitung oleh 

pihak ketiga. Misalnya besarnya pajak terutang dan 

penyetoran pajak terutang atas penghasilan karyawan yang 

bekerja di sebuah perusahaan sudah ditentukan oleh 

bendaharawan perusahaan tersebut. Karyawan yang 

bersangkutan tidak perlu menghitung dan menyetorkan pajak 

yang telah dipotong oleh bendaharawan perusahaan.  

3. Insentif Pajak 

      Pengertian insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah tambahan penghasilan yang berasal dari uang, barang 

dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan kemauan bekerja. 

Secara umum insentif pajak merupakan ketentuan khusus dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberikan dampak 

berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara 

(Nafis, 2020). Salah satu fasilitas insentif pajak yang diberikan kepada 

wajib pajak UMKM yang memiliki kewajiban perpajakan berupa PPh 

Final yang sebelumnya dikenakan tarif pajak sesuai PP No 23 Tahun 

2018 adalah Insentif pajak Ditanggung Pemerintah (PPh Final UMKM 

DTP). Beberapa Peraturan yang menjadi dasar dalam pemberian 

Insentif pajak Pph Final Ditanggung pemerintah (DTP) bagi wajib 

pajak UMKM  akan diuraikan dalam tabel dibawah ini  : 
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Tabel 1. Dasar pemberian insentif pajak 
Peraturan Ketentuan Masa Berlaku 

Insentif DTP 
Peraturan Menteri 
Keuangan 
Republik 
Indonesia Nomor 
44/PMK.03/2020 
 
Tentang 
Insentif Pajak 
Untuk Wajib Pajak 
Terdampak 
Pandemi Corona 
Virus Disease 
2019 
 

a. Memiliki Bruto ≤4,8 M 
b. mengajukan permohonan 

Surat Keterangan untuk 
pemanfaatan insentif PPh 
final DTP 

c. menyampaikan laporan 
realisasi PPh final DTP 
paling lambat tanggal 20 
bulan berikutnya.  

Masa pajak 
April s.d masa 
pajak 
September 
tahun 2020 

Peraturan Menteri 
Keuangan 
Republik 
Indonesia 
Nomor 86/PMK. 
03/2020 
 
 
 
 Tentang 
Insentif Pajak 
Untuk Wajib Pajak 
Terdampak 
Pandemi Corona 
Virus Disease 
2019 

a. Memiliki Bruto ≤4,8 M 
b. mengajukan permohonan 

Surat Keterangan untuk 
pemanfaatan insentif PPh 
final DTP 

c. menyampaikan laporan 
realisasi PPh final DTP 
paling lambat tanggal 20 
bulan berikutnya.  

Masa pajak 
April s.d masa 
pajak 
Desember 
tahun 2020 

Peraturan Menteri 
Keuangan 
Republik 
Indonesia Nomor 
9/PMK.03/2021 
 
Tentang 
Insentif Pajak 
Untuk Wajib Pajak 
Terdampak 
Pandemi Corona 
Virus Disease 
2019 

a. Memiliki Bruto ≤4,8 M 
b. mengajukan permohonan 

Surat Keterangan untuk 
pemanfaatan insentif PPh 
final DTP 

c. menyampaikan laporan 
realisasi PPh final DTP 
paling lambat tanggal 20 
bulan berikutnya.  

d. Wajib pajak dapat 
menyampaikan 

Masa pajak 
Januari s.d 
masa pajak 
Juni tahun 
2020 
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pembetulan laporan 
realisasi pada akhir bulan 
  

Peraturan Menteri 
Keuangan 
Republik 
Indonesia 
Nomor 82 
/PMK.03/2021 
 
Tentang Insentif 
Pajak Untuk Wajib 
Pajak 
Terdampak 
Pandemi Corona 
Virus Disease 
2019 

a. Memiliki Bruto ≤4,8 M 
b. Mengajukan permohonan 

Surat Keterangan untuk 
pemanfaatan insentif PPh 
final DTP 

c. menyampaikan laporan 
realisasi PPh final DTP 
paling lambat tanggal 20 
bulan berikutnya.  

d. Wajib pajak dapat 
menyampaikan 
pembetulan laporan 
realisasi pada akhir bulan 

 

Masa pajak 
Juni s.d masa 
pajak 
Desember 
tahun 2021 

 

       Pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak guna 

meringankan beban para pelaku UMKM dalam pembayaran paja 

selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di masa Pandemi 

Covid-19.  

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

      Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sering disebut dengan 

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau 

badan usaha. Dalam Peraturan Perundang-undangan No. 20 Tahun 

2008 dijelaskan bawa UMKM memiliki kriteria tersendiri.  Kriteria 

UMKM dibedakan menjadi Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah. Masing masing kriteria tersebut sebagai berikut : 
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a. Usaha Mikro 

      Kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha 

sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000 tidak termasuk 

tanah dan bangunan usaha. Omset penjualan yang didapat dalam 

satu tahun maksimal Rp. 2.000.000.000. 

b. Usaha Kecil 

      Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1000.000.000 

s.d Rp. 5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. Berdasarkan Omset penjualan usaha kecil adalah lebih dari 

Rp.2.000.000.000 s.d Rp.15.000.000.000 

c. Usaha Menengah 

      Kriteria usaha menengah menurut peraturan perundang-

undangan No.20 Tahun 2008 modal usaha yang dimiliki oleh usaha 

menengah lebih dari Rp.5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk kriteria 

omset satu tahun lebih dari Rp. 15.000.000.000 s.d Rp. 

50.000.000.000.      

5. Sanksi Pajak 

a. Definisi Sanksi Pajak 

      Sanksi pajak merupakan ketentuan perpajakan yang wajib 

ditaati dan dipatuhi. Sanksi pajak dimuat dalam undang – undang 

perpajakan. Sanksi pajak diharapkan menjadi hal yang tepat untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan oleh wajib pajak. 
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Penerapan sanksi pajak sangat penting guna menciptakan 

ketertiban para wajib pajak agar melaksanakan kewajiban 

perpajakan secara maksimal (Niken, 2022) 

      Sanksi pajak harus diberlakukan secara tegas kepada wajib 

pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. 

Pemahaman tentang sanksi pajak sangat penting bagi Wajib 

karena, semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan 

yang berlaku, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap 

sanksi yang akan diterima jika tidak melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dimana wajib pajak yang benar-benar paham, 

mereka akan tahu sanksi apa yang akan mereka dapatkan.  

b. Jenis Sanksi Pajak 

Sanksi pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu : 

1) Sanksi administrasi.  

      Sanksi administratif dapat berupa denda dan  bunga. 

Sanksi tersebut akan dikenakan sesuai dengan tingkat 

pelanggaran yang telah dilakukan oleh masing masing wajib 

pajak. Sanksi administratif harus ditebus dengan cara 

membayarkan sejumlah uang sesuai dengan jenis pelanggaran 

perpajakan yang telah dilakukannya dan harus dibayarkan 

kepada negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku 
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2) Sanksi pidana  

      Sanksi pidana dapat berupa denda pidana dan pidana 

penjara dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan yang 

dilakukan masing – masing wajib pajak.  

6. Kesadaran Wajib Pajak 

      Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

tanpa adanya paksaan mau melaksanakan kewajiban perpajakan seperti 

mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang 

terutang (Evrida, 2021). Wajib pajak dapat dikatakan sadar akan 

kewajibannya apabila mereka dapat mengetahui, memahami, dan 

melaksanakan ketentuan perpajakan dengan tepat dan tanpa adanya 

paksaan.  

      Kesadaran wajib pajak dapat timbul dalam diri wajib pajak apabila 

mereka mengetahui manfaat pembayaran pajak bagi negara (Dian, 

2019). Apabila wajib pajak telah bersungguh sungguh dan memiliki 

niat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan merupakan 

kontribusi untuk menunjang pembangunan negara maknanya para 

wajib pajak telah memiliki kesadaran perpajakan. Menurut Mutiara 

(2018) Faktor – Faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya 

kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut : 

1) Sosialisasi Pajak 

2) Kulitas pelayanan fiskus 

3) Tingkat pengetahuan wajib pajak 
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4) Keadaan perekonomian wajib pajak 

5) Presepsi wajib pajak atas sistem perpajakan.  

Sedangkan, Faktor – Faktor yang menghambat kesadaran wajib pajak 

adalah sebagai berikut : 

1) Prasangka negatif terhadap Pihak fiskus 

2) Berita mengenai tingkat korupsi yang melonjak 

3) wujud pembangunan Negara yang diperoleh dari perpajakan dirasa 

kurang 

4) Anggapan bahwa pemerintah tidak transparan atas penggunaan 

dana yang diperoleh dari pemungutan pajak 

7. Kepatuhan Wajib Pajak 

a. Definisi Kepatuhan wajib pajak 

      Menurut Rahayu (2017) Kepatuhan Wajib Pajak yaitu situasi 

Wajib Pajak yang menyelenggarakan dan menjalankan kewajiban 

dan hak perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan 

perpajakan adalah kesediaan oleh wajib pajak untuk melaksanakan 

dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan 

undang – undang perpajakan yang berlaku tanpa adanya ancaman, 

sanksi, dan pemeriksaan.  

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

1) Kepatuhan Formal atau administratif 
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      Merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak 

menjalankan kewajiban perpajakannya secara formal sesuai 

dengan ketetapan peraturan undang undang perpajakan. 

Contoh penerapan kepatuhan formal adalah wajib pajak orang 

pribadi Menyampaikan  pelaporan SPT. Tahunan atas pajak 

terutang paling lambat tanggal 30 Maret sesuai dengan 

mekanisme perpajakan yang berlaku. 

2) Kepatuhan Materiil atau teknis 

      Merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan 

ketentuan material perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan jiwa 

undang-undang perpajakan. Contoh dari penerapan kepatuhan 

materiil adalah wajib pajak menghitung dengan benar jumlah 

pajak terutang yang harus disetorkan sesuai dengan ketentuan 

udang – undang perpajakan.  

c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Kriteria kepatuhan wajib pajak dimuat dalam Peraturan Menteri 

Keuangan No: 74/PMK.03/201, yaitu : 

1) Melakukan pelaporan SPT. (Surat pemberitahuan )  tepat 

waktu. 

2) Belum pernah ada tunggakan atas pembayaran pajak, kecuali 

telah mendapatkan izin dari KPP untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak terutang 
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3) Melakukan audit laporan keuangan oleh Akuntan Publik atau 

lembaga pengawasan keuangan pemerintah  

4) Tidak pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana 

di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan  

B. Penelitian Terdahulu 

      Pada penelitian Nurkholik (2021)  yang menggunakan teori atribusi 

dan mempunyai tujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Penerapan E-

Billing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang 

pribadi yang terdaftar pada KP2PK di Kota Kendal. Hasil dari penelitian 

Nurkholik adalah Penerapan E-Billing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi 

pajak secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

       Elisabet (2020) Meneliti tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang 

pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura dengan menggunakan 

teknik pengambilan sample purposive sampling. Diperoleh hasil penelitian 

bahwa sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

       Fitria (2021) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak 

dengan Sample yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib 

pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng. 
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Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan pengolahan data 

menggunakan  program SPSS versi 23. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi 

perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 

sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

       Penelitian dilakukan oleh Ara (2022) yang bertujuan untuk 

menganalisis efek dari pengetahuan pajak, moral pajak, dan sanksi 

perpajakan atas kepatuhan wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah) di Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuisioner dengan 

jumlah responden 97. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pengetahuan 

pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib 

pajak. Sedangkan, variabel moral pajak dan sanksi pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

       Amran (2018) meneliti kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan 

variabel bebas sebanyak 3 variabel yaitu sanksi pajak, tingkat pendapatan, 

dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel terikatnya hanya satu saja 

yaitu kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Hasil dari 

penelitian Amran menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

       Penilitian Oleh (Dian, 2019) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak 

dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

solvin. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Shinta (2021) yang memiliki untuk 

menganalisis pengaruh dari kesadaran pajak, transparasi pajak, dan 

penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah) yang terdaftar di KPP Pratama Kota manado 

dengan menggunakan Teknik pengambilan data penyebaran kuisioner. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Hasil dari penelitian ini 

adalah variabel kesadaran wajib pajak dan penggunaan e-filling 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 

sedangkan variabel transparasi pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

       Galuh (2021) melakukan penelitian dengan  objek penelitiannya 

adalah wajib pajak orang pribadi yang berkerja dan memiliki usaha di kota 

Semarang Barat. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah Convenience Sampling dengan jumlah sampel 

125 responden. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel 

penerapan sistem E-Filling, Tingkat pemahaman wajib pajak, Kualitas 

layanan pajak,  insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan 

pajak. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Dona (2017) dengan menggunakan 

analisis data regresi linier berganda dengan bantuan alat olah data yaitu 
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SPPS Versi 23 for windows menunjukkan hasil penelitian kesadaran wajib 

pajak, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sumber data diperoleh dari KPP Jakarta 

selatan dan BPS.  

       Vanny (2021) melakukan penelitian kepatuhan pajak dengan Objek 

penelitian wajib pajak hotel di kabupaten Buleleng. Sampel yang 

digunakan sejumlah 35 wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan hasil 

bahwa Kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan 

dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.  

       Uraian penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti diatas secara 

singkat akan disajikan dalam table di bawah ini : 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 
No Peneliti 

(Tahun) 
Variabel Alat 

Penelitian 
Hasil penelitian 

1 Nurkholik 
(2021) 

1. Independen: 

     Penerapan E-
Billing, 
sosialisasi 
perpajakan, dan 
sanksi pajak 

 
2. Dependen : 

Kepatuhan pajak 

 

Regresi 
Linier 
Berganda 

1. Penerapan E-Billing 
berpengaruh terhadap 
Kepatuhan pajak 

2. Sosialisasi perpajakan 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan pajak 

3. Sanksi pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan pajak 
 

2 Elisabet 
 (2020) 

1. Independen : 
sosialisasi 
perpajakan, 
pengetahuan 
perpajakan, 
tingkat 
pendidikan, 
sanksi pajak dan 
kualitas 

Regresi 
Linier 
Berganda 

1. Sosialisasi perpajakan 
berpengaruh terhadap 
Kepatuhan pajak 

2. Tingkat pendidikan 
berpengaruh terhadap 
Kepatuhan pajak 

3. Sanksi pajak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan 
pajak 



 
 

26 
 

pelayanan 
fiskus 
 

2. Dependen :  
Kepatuhan 
pajak 

 

4. Kualitas pelayanan tidak 
berpengaruh terhadap 
Kepatuhan pajak 

5. Pengetahuan pajak tidak 
berpengaruh terhadap 
Kepatuhan pajak 

3 Danik 
(2021) 

1. Independen : 
Modernisasi  
sistem 
administrasi, 
sosialisasi 
pajak, dan 
sanksi pajak 
 

2. Dependen : 
Kepatuhan 
wajib pajak 

Regresi 
Linier 
Berganda 

1. Modernesasi sistem 
administrasi berpengaruh 
terhadap Kepatuhan 
pajak 

2. Sanksi pajak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan 
pajak 

3. Sosialisasi pajak tidak 
berpengaruh terhadap 
Kepatuhan pajak  
 

4 Amran  
(2018) 

1. Independen : 
Sanksi pajak, 
tingkat 
pendapatan, 
kesadaran wajib 
pajak 
 

2. Depepnden : 
Kepatuhan 
wajib pajak 
 

Regresi 
Linier 
Berganda 

1. sanksi pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib 
pajak 

2. tingkat pendapatan 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 

3. kesadaran wajib pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
 

5 Ara  
(2022) 

1. Independen : 
Pengetahuan 
pajak, moral 
perpajakan, 
Sanksi pajak 
 

2. Dependen : 
Kepatuhan 
wajib pajak 

Regresi 
Linier 
Berganda 

1. Pengetahuan pajak tidak 
berpengaruh terhadap 
Kepatuhan pajak 

2. Moral pajak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan 
pajak 

3. Sanksi pajak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan 
pajak 
 

6 Dian 
(2020) 

1. Independen : 
Kesadaran pajak 
dan sanksi pajak 
 

2. Dependen : 

Regresi 
Linier 
Berganda 

1. Kesadaran pajak 
berpengaruh terhadap 
Kepatuhan pajak 
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Kepatuhan 
wajib pajak 

2. Sanksi pajak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan 
pajak 
 

7  Shinta  
(2021) 

1. Dependen : 
Kesadaran 
wajib pajak, 
transparasi 
pajak, 
penggunaan 
aplikasi e-
Filling 
 

2. Independen : 
Kepatuhan 
wajib pajak  

Regresi 
Linier 
Berganda 

1. Kesadaran wajib pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 

2. Transparasi pajak tidak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
Penggunaan aplikasi e-
Filling berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib 
pajak 

8 Galuh  
(2021) 

1. Independen : 
Penerapan e-
Filling, tingkat 
pemahaman 
pajak, kesadaran 
pajak, kualitas 
pelayanan, 
insentif pajak 
 

2. Dependen : 
Kepatuhan 
wajib pajak  
 

Regresi 
Linier 
Berganda 

1. Penerapan e-Filling 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 

2. Tingkat pemahaman 
pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib 
pajak 

3. Kesadaran pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 

4. Kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 

5. Insentif pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
 

9 Dona 
(2017) 

1. Dependen : 
Kesadaran 
pajak, 
pengetahuan 
pajak, 
pemahaman 
pajak 
 

2. Independen : 
Kepatuhan 
wajib pajak 

Regresi 
Linier 
Berganda 

1. Kesadaran pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 

2. Pengetahuan pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 

3. Pemahaman pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 
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10 Vanny 
 (2021) 
 

1. Independen : 
Kesadaran 
pajak, 
pengetahuan 
pajak, kualitas 
pelayanan 
fiskus 
 

2. Dependen : 
Kepatuhan 
wajib pajak 
 

Regresi 
Linier 
Berganda  

1. Kesadaran pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 

2. Pengetahuan pajak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak 

3. Kualitas pelayanan fiskus 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak  
 

 
C. Kerangka Konseptual 

     Menurut KBBI Kerangka Konseptual adalah bentuk kerangka yang 

dapat  berbentuk grafis atau naratif yang menunjukkan variabel kunci atau 

konstruksi untuk dipelajari dan hubungan yang diduga antara mereka. 

Dalam penelitian ini variabel bebas (X) menggunakan sanksi pajak dan 

kesadaram wajib pajak. Sedangkan variabel dependen (Y) menggunakan 

Kepatuhan pajak. Insentif pajak digunakan untuk variabel moderating (M). 

Berdasarkan judul penelitian “Peran insentif pajak memoderasi hubungan 

sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di 

masa pandemi Covid-19” maka dapat dibuat model kerangka Konseptual 

sebagai berikut : 
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Gambar 2. Gambar Kerangka Konseptual 

Sumber : Data primer diolah, 2023 

D. Hipotesis 

      Untuk memecahkan beberapa permasalahan, maka perlu adanya suatu 

perumusan hipotesis supaya penelitian dan penyelesaian masalah menjadi 

terarah. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

      Sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat 

terhadap aturan perpajakan. Sanksi pajak juga diberikan kepada wajib 

pajak yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Misalnya, Terlambat pembayaran dan pelaporan pajak 

karena wajib pajak lupa batas tanggal bayar dan tanggal lapor, menunda 

membayar pajak, dan menyembunyikan data. Sanksi perpajakan adalah 

sebuah jaminan yang bersifat mencegah para wajib pajak agar tidak 

patuh dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan norma dan 

undang-undang perpajakan yang berlaku. 

Insentif Pajak 
(M) 
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      Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Danik 

(2019) menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan perpajakan. Hal 

ini ditunjukkan pada Analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil 

koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,315. 

H1 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak. 

2. Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

       Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak 

memahami, mengetahui, dan melaksanakan aspek perpajakan dengan 

benar dan sukarela tanpa adanya paksaan (nafisa, 2022). Kesadaran 

pajak merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap wajib 

pajak. Karena, bagaimana mungkin wajib pajak akan melaksanakan 

kewajiban perpajakan apabila mereka tidak tidak mempunyai 

kesadaran atas kewajibannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh 

(Frenky, 2020) memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian tersebut 

dapat diperoleh hipotesis : 

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak 
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3. Insentif Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

      Dengan adanya berbagai macam fasilitas insentif pajak yang telah 

diberikan oleh pemerintah, diharapkan agar wajib pajak dapat 

memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik. Tujuan adanya insentif 

pajak untuk meringankan beban atas pembayaran pajak sehingga tidak 

ada tunggakan pajak  yang akan mengakibatkan munculnya sanksi pajak 

yang ditanggung oleh wajib pajak pelanggar aturan perpajakan atau 

wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa insentif pajak akan mempengaruhi sanksi pajak 

yang diberikan untuk pelaku UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dapat dirumuskan suatu hipotesis : 

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dimoderasi dengan insentif pajak 

4. Insentif Pajak Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

       Insentif pajak merupakan Program pemerintah untuk meringankan 

pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak. 

Insentif pajak merupakan suatu fasilitas dari pemerintah yang hanya 

diterapkan pada waktu tertentu saja, seperti pada saat pandemi Covid-

19 yang mana kondisi tersebut para pelaku UMKM mengalami 

penurunan pendapatan. Dengan adanya insentif pajak akan mendorong 

wajib pajak dalam memiliki kesadaran untuk tetap memenuhi semua 
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kewajibannya sebagai wajib pajak walaupun masih di era pandemi dan 

pendapatan yang diperoleh tidak stabil. Maka dari itu penerapan 

insentif pajak diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan yang baik 

sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk tetap 

memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak seperti melaporkan SPT. 

Tahunan di masa pandemi dan di masa mendatang setelah pandemi 

reda. Hal ini dapat disimpulkan bahwa insentif pajak mempengaruhi 

kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap kepatuhan perpajakan. 

Pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak dimoderasi dengan insentif pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

      Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di 

Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan semakin tinggi sanksi pajak yang 

terapkan maka wajib pajak akan semakin patuh.  

2. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan 

maksimal.  

3. Insentif pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak 

dapat memperkuat hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Kota Surakarta 

4. Insentif pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa insentif 

pajak dapat memperkuat hubungan kesadaran wajib  pajak dengan 

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta 
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B. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. jumlah sampel yang hanya berjumlah 100 responden sehingga masih 

terdapat kemungkinan bahwa hasil dari penelitian ini belum seluruhnya 

mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 

2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan beberapa variabel 

bebas sehingga variabel tersebut belum menjelaskan secara maksimal 

mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di 

Kota Surakarta. 

C. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan 

sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan KPP Pratama 

Surakarta agar lebih meningkatkan pelayanan pajak kepada wajib 

pajak dan lebih bijak dalam menentukan kebijakan-kebijakan agar 

kepatuhan wajib pajak kota Surakarta maksimal. 

b. KPP Pratama Surakarta merupakan suatu lembaga negara 

diharapkan dapat dijadikan contoh dan pusat pengetahuan bagi 

masyarakat supaya wajib pajak lebih patuh akan peraturan 

perpajakan. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-

variabel lain yang sehingga dapat menentukan  faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang belum digunakan 

dalam penelitian ini.  

b.  Lingkup penelitian ini sangat terbatas pada wajib pajak UMKM di 

kota Surakarta selama masa Pandemi Covid-19 sehingga 

diharapkan kedepannya dapat melakukan penelitian dengan 

lingkup yang lebih luas. 
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